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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentangpertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksaoleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah lentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Unoang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerik saan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dqn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daserah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575):
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*ﬂutiﬂ Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daersh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubaehan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintehan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §165).
Peraluran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeiclaan Keuangan Daerah

TP -



- ) - o Y. L e N 5 S
’ Progr~

a kali terakhir dengan

sebagaimana telah diubah bebera
uhs P mor 21 Tanun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri N
tentang Perubahan Kedua ateag:Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tshun 2008 tentand Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahuf i
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturar ppeial
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan Belanja
Daerah(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017
Nomor 450);

24 Peraturan Daersh Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pok Ok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 522).
14 Tahun 2016 tentang

25. Peraturan Daerah Nomor
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daeran Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawad Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan atas peraturan Daerah
14 Tahun 2016 tentang

Kabupaten Sumbawa Nomor
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUM BAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN

kan . PERATURAN
DAN BELANJA

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

rtanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anggaran 2017berupa laporan keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca,

Laporan Operasional;




Laporan Arus Kas.
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan

an keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilampiri dengan
tisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daeran dan khtisar Laporan
angan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Realisasi Anggaran sebagaima m | 1 ayat (1) huruf
hsebagai berikut gaimana dimaksud dalam Pasal yat (1)

dapatan Rp. 1.675.057.372 641,27

pre ey Teanter Rp.1.730.576.904.223.74
plus/ defisit (Rp. 55.519.531.582,47)

biayaan

Penerimaan Rp. 151.475.818.934,08

Pengeluaran RD 0.00

8/ defisit Rp. 151.475.818.934,08
Pasal 3

:Po.:an Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
erikut :

isih anggaran  dengan  realisasi  pendapatan
.9.143.421.321,23) dengan rincian sebagal berikut

Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp
Realisasi

sejumlah

1.684.200.793 962,50

Selisth lebih/ (kurang) (Rp. 9.143.421.321,23)

issh anggaran dengan realisasi belanja dan transter sejumlah
100 094 993 217,84)dengan rincian sebagal berikut
Anggaran belanja
setelah perubahan Rp 1.830.671.897 441,58
Realisasi
Selisih lebih/ (kurang) (Rp. 100.094.993.217,84)

isih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumliah
'90.951.571.896,61dengan rincian sebagal berikut :
. Surplus/ defisit setelah perubahan (Rp. 146.471.103.479,08)

' Realisasi
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 90.951.571.896 .61

1sih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
jumlahRp 4 715.455,00dengan rincian sebagai berikut :



nggaran penerimaan pembiayaan

ah perubahan Rp. 151.471.103.479,08
Realisasi Rp. __ 151.475818.93408
Selisih lebih/ (kurang) Rp.4.715.455.00

Sih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumiah
-5 000 000.000.00) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pengeluaraan pembiayaan

ah perubahan Rp 5.000.000.000,00
lisasi

Ro. 000
Seiisih lebih/ (kurang) (Rp. 5.000.000.000,00)
sih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto

m1ahRp.5.004 715 455,00dengan rincian sebagaiberikut :
Anggaran pembiayaan neto setelah

bahan Rp. 146.471.103.479,08
Sedlisa Rp.  151.475818.934.08
Selisih lebih/ (kurang) Rp 5.004.715.455,00

i
|

Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b.adalah sebagal berikut :

o Anggaran Lebih Awal Rp. 151.471.103.479,08

naan SAL sebagai Penerimaan
iayaan Tahun Berjalan Rp 151.471.103.479.08
: Sub Total(a-b) Rp. 0.00
(Sikpa) Rp 95.956.287.351,61
Sub Total Rp 95.956.287.351 61

si Kesalahan Pembukuan
n Sebelumnya Rp. 0,00
-lain Rp 0,00
Anggaran Lebih Akhir Rp. 95.956.287.351.61
Pasal 5

sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember
alahsebagai berikut :

lah aset Rp. 2.875.879.028.884,13
lah kewajiban Rp. 397.668.206,53
lah ekuitas dana Rp. 2.875.481.360.6877.60



Pasal 6

sebagal berikut -

Pasal 7

go kas awal per 1 Januari 2017 Rp.
kas dari aktivitas operasi Rp.
kas dari aktivitas investasi (Rp.
$ kas dari aktivitas pendanaan Rp.
kas dari aktivitas transitoris Rp.
D kas akhir per 31 Desember 2017 Rp.

Pasal 8

sebagai berikut

as awal Rp.
us/ Defisit LO Rp.
pak kumulatif perubahan kebijakan/

ahan mendasar (Rp.
ilai penyisihan piutang pajak Rp.
ilai penyisihan piutang retribusi Rp.
Nilai penyisihan piutang danabagi hasil Rp.
Nilai penyisihan Bagian Lancar Rp.
untutan Ganti Kerugian Daerah

ilai penyisihan piutang lainnya Rp.
kumulasi Penyusutan Peralatan dan Rp.
esin

kumulasi Penyusutan Gedung dan Rp.

'

Bangunan
Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan (Rp.
gan Irigasi
Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp.

Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

dapatan Rp 1.640.876.108.651,94
‘ Rp.  1.455.924.002.664.74
plus/ Defisit dari Operasi Rp. 184.952.105.987,20

plus/ Defisit dari Kegiatan non operasional (Rp. ___ 92.755.251.035,00)
plus/ Defisit sebelum pos luar biasa Ro.  92.196.854 952,20
uar Biasa Rp.  1.107,871.650.,00
Surplus/ Defisit-LO Rp.91.088.883.302,20

Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
ng berakhir sampai dengan31 Desember 2017 sebagai berikut

151.471.103.479,08
349.990.702.788,53
405.510.234.371,00)
4.715.455,00

0,00
95.956.287.351,81

Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

2.948.843.995.974,08

91.088.983.302,20
164,451.618.598,68)
23.816.771.,50
11.556.032,65
5§7.781.379,18
1.542.960.053,58

11.348,178.960,00
47.265.245.974 46

2.844.733.713,00
171.719.066.436,00)

59.075.500,00




ugian Daerah M9 Tuntutan Gant (Rp.

‘ 1.542.960.053,58
breksi Ekuitasg Aset Tanah )

oreksi Ekuita Rp.
%si EXuitas Aset Peralatan dan 2 o
eksi Ekuitas Aset ' . . .
dngunan Gedung dan (Rp. 3.223.432.865,00)
eksi Ekuitas Aget ,
asi Jalan Jaringan dan  (Rp. 1.283.080.410,00)
eksi E
515 E:::::: Q‘D"; Tetap Lainnya (Rp. 2.859.152.320,00)
I (Rp. 2.963.538.7
b E::::“ Aset Tak Berwujug Re. 176.482.756,00
Sk as Aset Lainnya Rp. 6.374.404 519 09
uitas Lainnya Rp. 3.398.154.433 29

Rp. 2.875.481.360.677,80

Pasal 9

.‘:JSRL:’:’:“'" Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
; e un anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif
ualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

nggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
1 ayat (1) tercantum dalam :

ampiran | . Laporan Realisasi Anggaran,

ampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

ampiran 1.2 . Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

ampiran |.3 . Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
ampiran | 4 . Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan
KeterpaduanUrusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
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mpiran |V _

mpiran v Laporan Perubahan Ekuitas;

mpiran V| © Neraca:

mpiran V| * Laporan Arus Kas,

mpiran V|| Catatan atas Laporan Keuangan:

mpiran 1X Daftar Rekapitulasi Plutang Daerah:

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir,

Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daeranh),
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah.

. Daftar Kewajiban Jangka Pendek,

mpiran XViil : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan

mpiran Xix : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun

Anggaran Berikutnya;

merupakan bagian tidak terpisankan dari Peraturan Daerah ini.

rLaporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
sud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

sar Laporan Keuangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam

1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagan
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

In lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungawaban Pelaksanaan

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari
ngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja
atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

iap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten




Ditetapkan di Sumbawa Bessar
pada tanggal 15 Agustus 2018

BUPATI SUMBAWA,
170
M. HUSNI DJIBRIL

skan di Sumbawa Besar
gal 16 Agustus 2018

PARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
TTD
RASYIDI

N DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 4

ATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
USA TENGGARA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2018

Z2

$esuai dengan aslinya oleh :
lagian Hukum,

I SUMADI ARTA, SH.
4 Tingkat Tk.I (IV/ b)
91231 199403 1 094




